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ABSTRAK 

 

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban umum Dalam melaksanakan tugas pokoknya 

sebagaimana yang termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran 

dari tugas-tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam 

pasal 14. Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan 

seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas. 

Pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses atau 

cara menambang 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama 

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang 

mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan? Dan yang kedua 

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap penambang 

mineral emas sekala kecil tanpa izin? tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap 

penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan dan yang 

kedua bagaimana tinjauan  fiqh siyasah tanfidziyah terhadap 

penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin? Jenis Penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Reseach), dengan 

metode kualitatif yang deskriptif analisis yaitu peneitian yang 

menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil analisis Peneliti 

mengenai sanksi yang diberlakukan juga telah diterapkan kepada 

masyarakat yang masih melanggar aturan sesuai dengan Pasal 35 ayat 

(2) Peraturan Daerarah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Di bidang Pertambangan Umum. 

Tentunya, bagi masyarakat yang masih melakukan pertambangan 

tanpa izin pihak kepolisian Polres Way Kanan telah memberikan 

beberapa sosialisasi, peringatan, teguran, baik lisan maupun tulisan 

bagi masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal dan bagi 

mereka yang masih tidak memperdulikan hal tersebut maka diberikan 

upaya akhir yaitu sanksi pidana dan denda, sehingga dapat dinilai 



 
 

iv 
 

pihak kepolisian resort Way Kanan sudah melakukan tugasnya dengan 

baik. Kepolisian sebagai alat eksekutif atau pelaksana dalam 

ketatanegaraan Islam sejalan dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang 

merupakan bagian eksekutif dalam melaksanakan aturan yang sudah 

dibentuk oleh pemerintah. Polres Way Kanan dalam menjalankan 

tugasnya sudah melaksanakan dengan baik dari tugas-tugasnya yakni 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan 

hukum.  

 

Kata Kunci : Kepolisian, Pertambangan  , Fiqh Siyasah 
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MOTTO 

 

 

أُ َٔ ُكْشَِ ۗ  ًُ ٍِ انْ ٌَ عَ ْٕ َٓ ُْ ٌَ َٔ فِ  ْٔ عْشُ ًَ ٌَ باِنْ ْٔ ٌأَيُْشُ َٔ ٍْشِ  ٌَ اِنىَ انْخَ ْٕ تٌ ٌَّذْعُ ُْكُىْ ايَُّ ٍْ يِّ نْخكَُ ىِٕكَ َٔ
ُْىُ ن ٰۤ

 ٌَ ْٕ فْهِحُ ًُ  ١ٓٔانْ

 

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada   kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma‟ruf, dan 

mencegah dari yang  

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung.” 

 

 (Qs. Ali Imran [3] : 104)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah suatu nama yang digunakan untuk buku atau 

bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau 

maksud buku atau bab tersebut. Agar dapat mengetahui pengertian 

dari judul di atas penulis akan menjelaskan secara keseluruhan 

materi ini dan memberikan penegasan serta pengertian yang 

terkandung di dalamnya supaya tidak terjadi kesalahan ataupun 

kerancuan dalam memahami judul skripsi ini.  Adapun judul 

Skripsi yang akan penulis kemukakan adalah “IMPLEMENTASI 

PERDA PASAL 35 NOMOR 5 TAHUN 2005 TERHADAP 

PENAMBANG MINERAL EMAS SEKALA KECIL 

PERSPEKTIF FIQH SYASAH TANFIDZIAH”.

  

Agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari 

kekeliruan ataupun pemahaman makna yang ada dalam judul 

skripsi. Maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian 

atau definisi dari masing-masing komponen kata yang digunakan 

dalam menyusun judul skripsi  ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci.
1
 

2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau 

pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
2
 

                                                             
1 mariam budiarjo, dasar dasar ilmu politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2018), 367. 
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun2020  Jo. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009, ―Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.‖ (2009). 

1 
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3. fiqh siyasah tanfidziyah adalah ilmu siyasah yang berhubungan 

dengan politik pelaksanaan perundang-undangan.
3
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka  dapat 

dipahami dan makna dari judul ―Implementasi Perda pasal 35 

Nomor 5 Tahun 2005 Terhadap Penambang Mineral Emas 

Sekala Kecil Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah‖ Adalah untuk 

meneliti secara mendalam bagaimana analisis Penegakan Hukum 

terhadap penambang mineral emas sekala kecil menurut perspektif 

fiqh siyasah.  

B. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam 

yang berlimpah. kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) 

yang mencakup mineral dan batubara. Mineral dan batubara 

sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaanya 

perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, 

berkelanjutan,dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat secara berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 

33 ayat (3) yang berbunyi ―bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‖. 

Pertambangan yang sering dijumpai di Indonesia adalah 

pertambangan rakyat, pertambangan rakyat sebenarnya telah 

dikenal sejak dahulu kala, yaitu sejak manusia mengenal kegunaan 

bahan galian. Dikatakan penambangan rakyat karena dilakukan 

dalam bentuk yang sederhana baik dalam cara berfikir 

pengetahuan, peralatan yang digunakan juga sederhana. Usaha 

pertambangan rakyat secara historis merupakan warisan dari nenek 

moyang yang dikenal sampai saat ini, karena hampir semua 

pertambangan khususnya mineral, logam dan batu permata lainnya 

                                                             
3 abu a‘la al-maududi, sistem politik Islam (Bandung: Mizan, 1993), 247. 
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yang ada di Indonesia baik yang masih aktif atau yang tidak aktif 

lagi dimulai dengan usaha pertambangan rakyat.
4
 

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara 

untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan 

proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi 

norma hukum yang menunjukan adanya komitmen dalam 

melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha 

pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan 

bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa 

penguasaan negara atas kekayaan alam ditujukan untuk 

kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk 

usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk 

pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara 

ilegal.
5
 

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 di atur bagaimana 

proses penyelenggaraan dibidang pertambngan umum dan juga di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara. Bahwa adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau 

pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

Menurut H. Salim H.S. pertambangan adalah rangkaian 

kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan 

(penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan 

                                                             
4 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut 

Hukum (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 1. 
5 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di 

Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2. 
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galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu 

tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan 

pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik mapun 

sosail relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain 

pada umumnya.
6
 

Fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak 

usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). 

Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar 

terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, 

konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran 

masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar 

pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan 

penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat 

meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum 

merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas 

pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan 

terkait dengan pertambangan rakyat. 

Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara yaitu:  

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;  

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;  

3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;  

4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Selain itu penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Jo. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan 

kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya Good 

Minning Practice. Good Minning Practice adalah suatu kegiatan 

pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, 

                                                             
6 H. Salim H.S, Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta, 2011), 19. 
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melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan 

kerja. Good Minning Practice terdapat beberapa aspek yaitu:  

1. Perizinan dan aspek legalitas pertambangan;  

2. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

3. Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukan kepedulian 

terhadap dampak lingkungan.
7
 

Para penambang yang akan melakukan usaha 

pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. 

Penambang wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yang 

selanjutnya disebut IUP, yaitu izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR 

(Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah 

mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Pada hakekatnya 

izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak 

berdasarkan kewenangan yang sah. Jika standar tersebut belum 

terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan 

sampai mendapatkan izin tersebut. Izin merupakan keputusan dari 

pejabat yang mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan sekali 

diberikan selesai.
8
 

 Menurut Menteri ESDM RI Arifin Tasrif bahwa 

mengatakan kegiatan penambangan tanpa izin di sektor minerba 

saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya 

harga komoditas minerba dunia. Penambangan tanpa izin tidak 

hanya dilakukan masyarakat perorangan, namun ada indikasi 

dilakukan secara terkoordinir oleh kelompok usaha. Penambangan 

liar tanpa izin alias tambang ilegal makin marak terjadi di 

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020-2021 

jumlahnya mencapai 2.741 titik, terdiri dari 96 lokasi PETI batu 

bara dan 2.645 lokasi PETI mineral. Merugikan negara PNBP dan 

                                                             
7 Ibid., 15. 
8 Ibid. 
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pajak daerah. Kurang lebih hampir setengah dengan pendapatan 

PBNP minerba yaitu lebih dari 38 T per tahun.
9
 

Fenomena penambangan tanpa izin di sektor minerba juga 

kerap ditemukan di Provinsi Lampung khususnya di daerah-daerah 

yang terdapat dataran tinggi atau sungai. Fenomena tersebut dari 

tahun ke tahun angkanya semakin  naik sehingga menjadi perhatian 

khusus bagi negara dalam proses penegakan hukum terhadap 

penambangan illegal. 

Pertambangan yang ada di wilayah hukum Polres Way 

Kanan mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil yang 

perekonomiannya bergantung pada pertambangan tersebut, 

masyarakat sekitar yang melakukan pertambangan sekurang-

kurangnya berjumlah 70% dan terdapat 30% masyarakat yang 

melakukan pertambangan yang perekonomiannya meningkat 

cukup baik. 

Berdasarkan uraian di atas, mengenai prilaku Penambang 

Mineral Emas Sekala Kecil, yang ada di wilayah hukum Polres 

Way Kanan mereka yang melakukan kegiatan Pertambang 

bergantung perekonomiannya terhadap pekerjaan tersebut. maka 

penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan 

melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul 

―Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala 

Kecil Pesrspektif Fiqh Syasah Tanfidziah”. 

C. Fokus dan Subfokus  

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus dan 

mendalam maka penulis membatasi diri hanya untuk meneliti yang 

berkaitan Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambang 

Mineral Emas Sekala Kecil Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah.  

1. Fokus  masalah  

Fokus dari penelitian ini bertujuan agar memberikan 

pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak 

menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu 

                                                             
9 Diakses 13 April 2022, 

https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-

38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal. 
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penulis memfokuskan pada penelitian terhadap masyarakat 

yang melakukan kegiatan Tambang secara ilegal. 

2. Sub-Fokus  

Sedangkan Sub-Fokus dalam penelitian ini yaitu 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang mineral 

emas sekala kecil yang ada di wilayah hukum Polres Way 

Kanan dan bagaima perspektif fiqh siyasah tanfidziyah 

terhadap kegiatan pertambangan sekala kecil. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap 

penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan?  

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap 

penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin? 

E. Tujuan Penelitian 

1. untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum 

terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way 

Kanan  

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap 

penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin 

F. Manfaat penelitian 

Adapun dari pemanfaatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis yaitu untuk dijadikan bahan referensi ataupun 

bahan diskusi yang dapat menambah wawasan masyarakat 

umum terkhusus Mahasiswa fakultas syariah mengenai 

analisis penegakan hukum terhadap penambang mineral emas 

sekala kecil perspektif fiqh syasah tanfidziah. 

2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu 

untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan 

Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Perri Yanto, Tesis ―Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah 

Hukum Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017-2018 )‖. 
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Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode 

Empiris dengan penelitian observasional research yang 

dilakukan dengan cara survey, penelitian dilakukan pada 

tahun 2021 di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ( 

Studi Kasus Tahun 2017-2018). 

 Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana 

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan 

Emas Tanpa Izin (PETI) di Polres Kuantan Singingi ( Studi 

Kasus 2017- 2018) dan Apa saja Hambatan dalam Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI 

) di Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017- 2018). Hasil 

penelitian ini yaitu Dalam rangka penegakan hukum, 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kuantan 

Singingi dalam memberantas tindak pidana penambangan 

emas tanpa izin yaitu berupa: tindakan preventif, dan tindakan 

represif. Tindakan represif (penindakan) yang dilakukan oleh 

Polres Kuantan Singingi meliputi: (1) melakukan 

penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah 

cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada 

tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) 

melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. 

Penindakan tidak berjalan efektif, kepolisian sektor 

Kecamatan Singingi Hilir juga melakukan upaya preventif 

atau pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan agar 

memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan 

pertambangan emas tanpa izin. 

 Kemudian kepolisian sektor Kecamatan Singingi 

Hilir juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat 

setempat ini berguna untuk adanya Sinergi antara 

masyarakat dan kepolisian dengan bertukar informasi. Dari 

hasil penelitian diperoleh faktor penghambat di dalam upaya 

penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas 

tanpa izin di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi 

sebagai berikut: 134 (1) Faktor personil, dimana jumlah 

personil kepolisian sektor Kecamatan Singingi Hilir 

sebanyak 21 orang. (2) Faktor sarana dan prasarana yang 
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belum memadai. (3) Faktor masyarakat, masyarakat yang 

bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tentu tidak mau 

berurusan dengan hukum sehingga enggan untuk 

memberikan informasi kepada kepolisian. (4) Faktor 

kebudayaan dimana terkontaminasinya masyarakat dengan 

gaya hidup mewah sehingga bekerja untuk bisa memenuhi 

kebutuhan duniawi. (5) Faktor ekonomi, faktor 

perekonomian yang buruk sehingga menyebabkan 

masyarakat bekerja sebagai pekerja tambang emas demi 

untuk melengkapi kebutuhan keluarga. (6) Faktor 

pendidikan, faktor pendidikan menjadi hal yang 

memprihatinkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan 

kurangnya pengetahuan akan hukum sehingga masyarakat 

seringkali tidak sadar bahwa telah melanggar hukum.
10

 

2.  Budi Santoso, skiripsi ―Penegakan Hukum Terhadap 

Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 

Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra 

Barat‖. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Pendekatan yuridis-empiris, yaitu dalam menganalisis 

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data 

primer yang diperoleh di lapangan yaitu Dinas ESDM 

Kabupaten Dharmasraya, Aparat penegak hukum Kabupaten 

Dharmasraya, masyarakat di tersebut yang terkena dampak 

dari adanya penambangan. Penelitian ini membahas tentang 

Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas 

tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya Provinsi Sumatra Barat 

dan Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan 

Daerah/Undang-Undang yang berlaku. Hasil dari penelitian 

ini yaitu Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya 

                                                             
10 Perri Yanto, ―Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan 

Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ( Studi Kasus 
2017-2018 )‖ (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Riau, Universitas Islam 
Riau, 2021). 
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Provinsi Sumatra Barat yang tidak memiliki izin secara 

resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat 

sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian, 

kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan 

pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan 

alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan 

alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan 

emas tanpa izin. Bahwa proses penegakan hukum terhadap 

penambang emas tanpa izin telah dilakasankan sesuai 

Peraturan Daerah/Undang-Undang Minerba yang berlaku, 

namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi 

pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan denda 

kurang dari Rp.10.000.000.00 sehingga belum memberikan 

efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa 

izin di Kabupaten Dharmasraya.
11

 

3. Muhammad, skripsi ―Maulana (2019) Peran Pemerintah 

Dalam Upaya Penangulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa 

Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat‖. 

Potensi yang cukup besar di Kabupaten Sumbawa Barat saat 

ini hanya dikelola oleh pihak swasta yaitu perusahaan Luar 

Negeri. Masyarakat banyak yang menginginkan kekayaan 

alamnya dikelola oleh mereka sendiri, walaupun dengan 

kemampuan terbatas. Kekayaan alam yang melimpah, dan 

pengelolaan tidak dilakukan oleh masyarakat menyebabkan 

mereka banyak yang melakukan penambangan liar. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan 

Lamunga. Saat ini ada beberapa spot penggalian di beberapa 

desa yang diyakini oleh masyarakat sebagai lahan yang 

didalamnya mengandung emas. 

Karena dikhawatirkan penambangan liar ini 

mendatangkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, 

pemerintah sudah berusaha menutup pertambangan ini tetapi 

                                                             
11 Budi Santoso, ―Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa 

Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi 
Sumatra Barat‖ (Skiripsi Fakultas Hukum, Yogyakarta, Universitar Islam Indonesia, 

2018). 
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belum menunjukkan hasil maksimal karena penambangan 

masih ada dan dilakukan terus oleh masyarakat. Hal ini 

tentunya harus dicarikan jalan keluar melalui keputusan-

keputusan strategis, terutama yang ditujukan untuk 

pemberdayaan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan 

praktek penambangan liar tersebut. Karena jika pemerintah 

hanya menutup dan melarang penambangan liar, maka 

masyarakat akan melakukan penambangan liar lainnya di 

tempat lain. Hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan 

pekerjaan sebagai mata pencaharian yang menjamin 

kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. 

Penelitian ini menggunakan dekstriptif kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian 

menunjukkan peran pemerintah dalam upayah menghentikan 

dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep 

sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator. 

penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga 

konsep pemberdayaan  

penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan 

tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri dan juga mengkaji 

faktor-faktor yang menghalangi peleksanaan peran 

pemerintah tersebut. Akan tetapi, penelitian ini dapat 

menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat baik sebagai 

fasilitator, motivator maupun dinamisator dilihat dari 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Lamunga 

dengan melakukan sosialisasi, memberikan arahan maupun 

imbauan dan menerapkan aturan-aturan tertentu.
12

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah 

penulis paparkan di atas, sangat terligat jelas bahwasanya 

                                                             
12 Muhammad Maulana, ―Peran Pemerintah Dalam Upaya Penangulangan 

Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 
Barat.‖ (mataram, universitas muhammadiyah, 2019). 
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penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul ―analisis 

Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala 

Kecil Menurut Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah‖ berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas 

mengenai ―Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres 

Kuantan Singingi ( Studi Kasus 2017-2018 )‖, dan kedua mengenai 

―Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin 

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, 

Provinsi Sumatra Barat‖. Disini penulis akan meneliti terkait 

Penegakan Hukum Terhadap Penambang Mineral Emas Sekala 

Kecil Menurut Perspektif Fiqh Syasah Tanfidziah. Adapun 

persamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas 

yaitu sama-sama meneliti proses Penegakan Hukum terhadap 

pelaku tambang illegal emas.  

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

lapangan lapangan (field research) yaitu pengamatan dan 

pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

diselidiki.
13

 Adapun pengumpulan data didapatkan dari 

hasil, wawancara dan juga dokumentasi.  

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang 

deskriptif analisis
14

 yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna 

memperoleh hasil dari kesimpulan. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari informan atau narasumber tentang objek 

                                                             
13 Cholid Narbuko. Abu Achmad., Metode Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), 70. 
14 Ibid., 44. 



 
 

13 
 

yang diteliti.
15

 data primer didapatkan dengan melalui 

metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap 

Polisi Resort Way Kanan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari 

berbagai referensi buku-buku, jurnal, skripsi, dan 

sebagainya yang dapat membantu melenkapi hasil data 

primer.  

3. Informan  

Informan dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara langsung yangsebut sebagai narasumber. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis yang 

akan menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu satu 

anggota kepolisian terkait di Polres Way Kanan dan dua orang 

penambang emas yang ada di wilayah Polres Way Kanan . 

4. Metode dan Pengumpulam Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data yatu : 

a. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan 

data primer dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung dilokasi penelitian. hal tersebut bertujuan untuk 

memenuhi dan mencari jawaban, serta bukti terhadap 

fenomena sosial yang terjadi di daerah tersebut.
16

 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh 

data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa 

berkas-berkas yang berhubungangan dengan topik 

penelitian.
17

 

5. Metode Pengelolaan Data 

a. Editing ( Pemeriksaan Data) 

                                                             
15 Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitianndan Aplikasinnya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82. 
16 sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Bandung: 

alfabeta, 2014), 225. 
17 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method., t.t. 
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Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 

masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
18

 

b. Classifying (klasifikasi)  

Classifying adalah proses pengelompokan semua data 

baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek 

penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung 

dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat 

tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian 

digolongkan sesuai kebutuhan.
19

 

c. Rekonstructing (Rekonstruksi Data) 

Rekonstructing adalah menyusun ulang secara teratur, 

berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan 

permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap 

akhir dalam proses penelitian.
20

 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data.  

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data 

baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya 

menganalisis data sesuai dengan menggunakan data yang 

bersifat kualitatif yaitu pengamatan, Wawancara, atau 

penelaah dokumen.
21

 Metode analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Deskriptif adalah suatu gambaran tentang suatu penelitian 

untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara 

objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang 

yang diamati. 

 

                                                             
18 Susiadi, Metodelogi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 122. 
19 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1993), 104–5. 
20 Amaruddin Dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian 

Hukum (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107. 
21 Susiadi, , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2010), 144. 
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I. Sistematika Penulisan 

Fiqh Siyasah tanfidziah merupakan siyasah yang 

berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. 

Menurut al-maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan 

dalam istilah ul al-amr dan dipimpin oleh seorang Amir atau 

khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga 

eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif, 

dan untuk kalangn yang lebih luas lagi. 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) 

dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lemba ga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-

undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan 

lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian 

sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. 

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang 

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
22

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan 

dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian Mineral adalah senyawa 

anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan 

                                                             
22 Sadjijono, Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep 

Dan Implementsi Kode Etik Polri (Jakarta: Laksbang mediatama, t.t.), 52–53. 
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kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan 

berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Pengertian Batubara adalah endapan 

senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa 

tumbuh-tumbuhan. 

Terkait dengan izin dari usaha pertambangan, secara umum 

telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun Jo. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau 

masyarakat atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi:  

1. Ilegal mining merupakan kegiatan pertambangan yang 

dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang; 

2. Legal Mining merupakan kegiatan pertambangan yang 

dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha atau badan 

hukum yang didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

Didalam perda Nomor 5 Tahun 2005 pasal 35 Ayat 2 

dijelaskan bahwa 

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa 

a. teguran secara lisan.  

b. teguran tertulis. 

c. penangguhan izin. 

d. pencabutan izin.  

e. denda dan pidana. 

 Pengaturan terkait dengan kejahatan penambangan tanpa 

izin, diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun Jo. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara, dalam BAB XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:  

1. Pasal 158 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan 

tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

2. Pasal 160 ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau 

IUPK Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
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dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah). 

3. Pasal 161 ― Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, 

melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan 

dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral 

dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, 

IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 

105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.00O.00O,00 

(seratus miliar rupiah). 

Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk 

mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah 

memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh 

keadaan masyarakat disekitarnya (milieu)
23

 baik keadaan 

sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. 

Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, 

dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang lain 

tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan 

melakukannya. Kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga 

bagian : 

b. Criminal Biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu 

sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam 

jasmani maupun rohaninya.  

b. Criminal Sosiology, yang mencoba mencari sebab-sebab 

dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada. 

c. Criminal Policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang 

sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat 

demikian.
24

 

Kaitan tersebut menurut Sahetapaty dalam mencari usaha 

timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan 

bahwa untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah 

                                                             
23 ―mileu adalah satu faktor yang dapat menentukan keberlakuan suatu 

hukum,‖ t.t. 
24 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 14. 
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menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan antara sipelaku 

kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar 

belakang keadaan sosial, budaya dan keadaan masyarakat 

Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan 

yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :  

a. Faktor Kejiwaan; 

b. Faktor Lingkungan; 

c. Faktor Ekonomi;  

d. Faktor Pendidikan.
 25

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui 

proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan 

pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka 

dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan 

pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, 

misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan 

saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi 

dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).
26

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan 

dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh 

hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala 

peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu 

negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada 

artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang 

diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang 

mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui 

putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak 

terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya 

                                                             
25 J.E., Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Citra 

Aditya Baku, 1981), 7. 
26 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum 

Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103. 



 
 

19 
 

menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut 

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakimyang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Ibid., 104. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

A. Siyasah Tanfidziyah 

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah 

 

Islam dalam berbagai macam dimensinya, sepanjang sejarah 

kemanusian akan tetap sesuai dengan fitrah dan kebutuhan 

manusia.
28

 Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti 

mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah istilah 

dalam bahasa arab dikaitkan dengan otoritas politik atau 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
29

 Kata 

siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat 

perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang 

menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara 

membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fiqh 

siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur 

ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk 

mencapaitujuan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan 

dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan 

                                                             
28 “Jayusman, ―Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Konsep Mukallaf),‖ Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, no. 1 
(Juni 2014): 159.,” t.t. 

29 Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, Pelaksanaan Pelayanan 
Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah (As-Siyasi : Journal of 

Constitutional Law 1, no. 2, 2022), 8, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368. 
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dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat 

syaratnya.
30

 

 Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan siyasah yang 

berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-

undangan. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam 

Islam dinyatakan dalam istilah ul al-amr dan dikepalai oleh 

seorang amir atau khalifah. Istilah ul al- amr tidaklah hanya 

terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk 

lembaga legislatif, yudikatif  dan untuk kalangan yang lebih 

luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam 

yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan 

dibawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan 

undang-undang seperti Diwan al-kharuj (dewan pajak), 

Diwan al-Ahdas (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, 

sekretaris, pekerjaan umum Diwan al-Jund (militer), sahib al-

bait al-Mal (pejabat keuangan) dan sebagaimana  yang telah 

ada sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab.
31

 Dalam hal 

ini, Negara melakukan kebijakan baik yan berhubungan 

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

Negara lain (hubungan internasional).
32

 

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah 

 Fiqh siyasah Tanfidziyah mencakup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun 

demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibanya 

c.  Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

                                                             
30 “Jayusman dkk., ―Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 

2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin 

Perspektif Maslahah Mursalah,‖ Jurnal Kajian Hukum Vol. 1, no. 1 (2022): 6.,” t.t. 
31 al-maududi, sistem politik Islam, 247. 
32 Ullynta Mona Hutasuhut dkk., ―Problematika Implementasi Kebijakan 

Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 
Perspektif Siyasah Dusturiyah,‖ As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 2, no. 2 (20 
Desember 2022): 133–48, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961. 
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d. Persoalan bai‟ at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandinganya 

 Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil 

kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‘an maupun hadits, maqashid 

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut 

menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. 

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 

situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, 

meskipun tidak seluruhnya.
33

 

 Apabila dilihat dari sisi lain siyasah dusturiyah dapat 

dibagi kepada: 

1. Bidang Siyasah Tasri‟ iyah termasuk di dalamnya 

persoalan ahl al-hal wa al‟aqd, perwakilan persoalan 

rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu 

negara, seperti undang-undang Dasar, Undang-Undang, 

peraturan pelaksanaan, peraturan daerah  dan sebagainya. 

2. Bidang Siyasah Tanfidziyah, termasuk didalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wuzarah, waliy al-

ahdi dan lain-lain. 

3. Bidang Siyasah Qadha‟iyyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah peradilan. 

4. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk didalamnya masalah-

masalah administratif dan kepegawaian.
34

 

    Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin artinya 

Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan 

                                                             
33 A. Djazul, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-

rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48. 
34 Ibid., 48. 
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kesejahtraan bagi seluruh alam semesta.
35

 Sesuai dengan 

tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh 

manusia maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk  

merealisasikan tujuan tersebut. 

3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah  

a. Al-Qur‘an 

 Al-Qur‘an adalah sumber pokok aturan agama Islam 

yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum Al-

Qur‘an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman 

Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-

Qur‘an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya 

sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para 

tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-

Qur‘an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi 

dalam menentukan hukum-hukum lainya, karena Al-

Qur‘an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan 

apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.
36

 

 Al-Qur‘an sebagai kalam Allah yang sudah 

diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammad Saw, dengan menggunakan kata-kata dalam 

bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. 

Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw dalam 

pengakuannya sebagai rasulullah juga sebagai Undang-

Undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat 

manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah 

bila dibaca.
37

 Allah SWT berfirman : 

                                                             
35 “Jayusman, Iim Fahimah, dan Hidayat, ―Kewarisan Anak Yang Beda 

Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari„ah,‖ 162,” t.t. 
36 Khailid ibrahim Zindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah 

Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: risalah gusti, 1995), 51. 
37 H. Ahmad Sanusi Sohari, Ushul Fikhqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), 15. 
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أُنِى الْْيَْشِ  َٔ لَ  ْٕ سُ ٍْعُٕا انشَّ اطَِ َٔ  َ ٍْعُٕا اللّٰه ا اطَِ ٰٓ ْٕ يَُُ ٍَ ا  ٌْ ا انَّزِ َٓ ٰٓاٌَُّ ٌْ حَُاَصَعْخىُْ  ٌ  ُْكُىْْۚ فاَِ يِ

ء   ًْ ًْ شَ ٍْشٌ  فِ نِكَ خَ خِشِۗ ر  وِ الْْ  ْٕ انٍَْ َٔ  ِ ٌَ باِللّٰه ْٕ ُْخىُْ حؤُْيُُِ ٌْ كُ لِ اِ ْٕ سُ انشَّ َٔ  ِ ُِ انِىَ اللّٰه ْٔ فشَُدُّ

ٌْلًا  ِٔ
ٍُ حأَْ احَْسَ َّٔࣖ ٥  

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik 

(bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 

akhirat). (Qs. An-Nisa [4] : 59). 

 Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan perintah untuk 

taat kepada Allah dan amalkan kitab-Nya, kemudian 

setelahnya taatilah Rasul, karena beliau menerangkan bagi 

setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada 

mereka. Sunnataallah telah menetapkan, bahwasanya 

diantara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan 

syari‘at Allah kepada manusia, sehingga kita wajib untuk 

mengikuti perintahnya.
38

 

 Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur‘an 

maupun hadits, maqasid syariah yang menjadi dasar 

pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitanya 

dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut 

menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat 

dalam hubunganya dengan pemimpin dan pemerintah, 

dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. 

Menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum 

Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba 

dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu 

mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, 

                                                             
38 Ahmad Musthafa, Terjemahan Tafsir AL-maraghi Juz V (Semarang: Toha 

Putra Semarang, 1986), 119. 
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jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka 

hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.
39

 

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang 

dijelaskan dalam Al-Qur‘an maupun hadits, sehingga wajar 

kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas 

dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana 

memberikan hak bagi masing-masing masyarakat 

sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam.
40

 Al-

Qur‘an telah menjelaskan secara jelas adalah sebagai 

berikut: 

َ ٌأَيُْشُكُىْ اَ  ٌَّ اللّٰه ا اِ ْٕ ًُ ٌْ ححَْكُ َ ٍَ انَُّاطِ ا ٍْ خىُْ بَ ًْ ارِاَ حَكَ َٔ اۙ  َٓ هِ ْْ َ ى ا
ٰٓ جِ اِن   ُ ا الْْيَ  ٌْ حؤَُدُّٔ

ا  ٍْشا ٍْعااۢ بصَِ ًِ ٌَ سَ َ كَا ٌَّ اللّٰه ّٖ ۗ اِ ا ٌعَِظكُُىْ بِ ًَّ َ َعِِ ٌَّ اللّٰه  ٥٥بِانْعذَلِْ ۗ اِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan 

secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.‖ (Qs. An-Nisa [4] : 58 

 

Dalam ayat Al-Qur‟an Allah memerintahkan untuk 

umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam 

makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya 

dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti 

memberikan hak kepada masing-masing masyarakat atau 

manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. 

 

 

b. Al-Hadits 

                                                             
39 “Jayusman, Iim Fahimah, dan Hidayat, ―Kewarisan Anak Yang Beda 

Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari„ah,‖ 166.,” t.t. 
40 Abu Fahmi, HRD Syariah Teori dan Implementasi (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20. 
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 Sebagaimana keadaannya Al-Qur‘an, Sunnah (Al-

Hadits) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum 

atau ushul syar‟iyah dan juga sebagai dalil hukum syara‟. 

Kedudukan sebagai sumber hukum syara atau ushul 

syar‟iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, 

karena di dalam mengandung norma-norma hukum syara‟ 

dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan 

hukum syara‟ di dalam Al-Qur‘an terdapat kata “sunnah” 

dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti ―kebiasaan yang 

berlaku‖ dan ―jalan yang diikuti‖.
41

 

c. Ra‟yu (Nalar) 

 Ra‟yu secara etimologi artinya melihat kata ra‟yu 

(melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan 

―melihat‖ itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi 

syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuanya 

untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental 

yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan 

merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat 

diterapkan pada kasus tertentu. 

 Penggunaan ra‟yu secara kolektif, ialah hasil hukum 

yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau 

kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika 

secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang 

mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama 

dengan apa yang dicapai oleh mujtahid lain mengenai 

masalah yang sama. 

d. Ijma 

 Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan 

bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi 

kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah 

ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti ahli fiqh 

maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam 

musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju 

                                                             
41 Ibid., 226. 
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dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, 

maka ijma tersebut dinyatakan batal.
42

 

e. Qiyas 

 Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan 

legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara 

menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk 

perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainya 

dengan suatu peinsip umum.
43

  

4. Objek Kajian Siyasah Tanfidziyah 

 Kekuasaan eksekutif (al-sulthah a-Tanfidziyah) 

memiliki beberapa bentuk kekuasaan, yaitu : 

a. Khalifah/Khilafah 

 Khilafah menurut terminologi politik Islam 

adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan 

sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala 

aspeknya yang berdasarkan Al-Qur‘an dan As-Sunnah 

Rasulullah SAW. Sedangkah Khalifah berarti pemimpin 

tertinggi umat Islam sedunia atau disebut juga dengan 

Imam a‟zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara 

Islam sedunia atau lazim disebut dengan Khalifat al-

Muslimin. 

 Adapun tugas dan kewajiban seorang Khalifah 

sangatlah berat, wilayah kepemimpinannya bukan hanya 

untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi 

mencakup umat Islam sedunia. Cakupan 

kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, 

seperti Ibadah atau mu‘amalah saja akan tetapi mencakup 

penegakkan semua sistem agama atau syari‘ah dan 

manajemen urusan duniawi umat, dan tanggung jawabnya 

bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup 

                                                             
42 Ridwan HR, Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2010), 54. 
43 Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Tamiyah Tentang 

Pemerintahan Islam, t.t., 51. 
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urusan akhirat. Adapun tugas dari seorang khalifah tidak 

hanya menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi 

mencakup hubungan luar negeri yang melindungi umat 

Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. 

Adapun tugas Khalifah secara umum yaitu : 

1. Menegakkan agama Allah yang telah di Ridhai-Nya 

dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-

undangan dalam semua aspek kehidupan. 

2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam 

menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang 

kafir, baik yang berada di dalam negeri-negeri Islam 

maupun yang di luar negeri Islam. 

3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem serta 

perbuatan syirik. 

4. Berijtihad di jalan Allah.
44

 

b. Imarah/Amir 

Imarah merupakan masdar dari amira yang berarti 

ke‟amiraan atau kepemerintahan. Kata amir berarti 

memimpin, adapun istilah amir pada masa Rasul atau 

Khulafaur Rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa 

daerah atau gubernur, sebagai komandan militer (amir al-

jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti amirul 

mukminin, amirul muslimin, amir al-umara. Sedangkan 

dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang 

memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan 

makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang 

penguasa yang melaksanakan urusan. Sedangkan dalam 

kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, 

komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna tersebut, 

amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang 

melaksanakan urusan. Pemegang kekuasaan dalam negara, 

diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan 

kemaslahatan dan kebaikan, hakikat dari maslahat adalah 

                                                             
44 Abdul Syukur, Fiqih Pilitik Islam (Bandung: Mizan, 2000), 192. 
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sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan 

yang dapat mewujudkan kebaikan.
45

 

Secara umum penggunaan kata amir yang berarti 

pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di 

balai saqifah bani khalifah Umar bin Khattab pada era 

abbasiyah banyak amir membatasi hubungan dengan 

pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-

dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Tulun.
46

 

c. Imamah/Imam 

Konsep imamah berasal dari kata umat, rakyat 

atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, 

people. Adapun menurut kamus munnawir, imamah 

berarti imam atau pemimpin. Dari akar tersebutlah maka 

muncullah perkataan imamah. Makna imamah berarti 

pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam 

bahasa arab tidak menunjukan arti kesucian hidup, dan 

imam berarti orang yang mempunya pengikut, baik dia 

shaleh maupun tidak.  

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang Imam 

atau pemimpin yaitu : 

1. Menjadi prinsip-prinsip agama yang mapan dan 

menjadi consensus generasi Islam awal 

2. Melaksanakan hukum (peradilan) kalangan 

masyarakat 

3. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, 

sehingga masyarakat memiliki rasa aman atas diri dan 

hartanya 

4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak 

manusia dari penindasan dan perampasan 

5. Membentengi pembatasan negara untuk mencegah 

serbuan (serangan) musuh 

                                                             
45 “Jayusman dkk., ―Persepektif Maslahah Terhadap Pembagian 

Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,‖ 
Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 14, no. 2 (2022): 18,” t.t. 

46 Ridwan, Fiqih Politik Islam (Yogyakarta: ladang kata, 2002), 100. 
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6. Melakukan jihad melawan musuh, melaui dakwah 

mereka menjadi muslim atau ahl al-zimmah non 

muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam 

7. Mengumpulkan fay‟ (rampasan dari musuh bukan 

perang) dan zakat baik yang wajib menurut Syariah 

maupun menurt ijtihad. 

8. Mengatur kekayaan orang yang ada di bait al-mal 

dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan 

tidak pelit. 

9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan 

menyerahkan urusan pemerintah dan keuangan 

kepada orang-orang yang bisa di percaya. 

10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan 

pemerintah dan mengawasi keadaan untuk mengatur 

kehidupan umat dan memelihara agama.
47

 

 Adapun yang dijelaskan dalam Al-Qur‘an adalah 

sebagai berikut:  

ٕةِ  ه  اقِاَوَ انصَّ َٔ ثِ  ٍْش  ىْ فعِْمَ انْخَ ِٓ ٍْ َ ٰٓ انِ ٍُْاَ حَ ْٔ َ ا َٔ ٌَ باِيَْشَِاَ  ْٔ ذُ ْٓ تا ٌَّ ًَّ ىْ اىَِٕ ُٓ  ُ جَعهَْ َٔ
 ۙ ٍَ ٌْ بِذِ ا نَُاَ ع  ْٕ كَاَُ َٔ ٕةِْۚ  ك  ءَ انضَّ ٌْخاَٰۤ اِ َٔ٣٧ 

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami 

dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) 

berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan 

zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” 

(Qs. Al-Anbiya [21] : 73) 

 

Selanjutnya, mengenai tanggung jawab hakikat 

kepemimpinan dalam Islam ialah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab 

Jika seorang telah ditunjuk untuk memimpin baik 

sebuah lembaga atau institusi, maka sesungguhnya ia 

telah mengemban amanah yang besar sebagai 

pemimpin yang harus mampu bertanggung jawab 

dihadapan manusia dan Allah. 

                                                             
47 Syukur, Fiqih Pilitik Islam, 190. 
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2. Pengorbanan  

Pemimpin yang telah dipiih haruslah berkorban 

dan mengabdi bagi masyarakat baik materi, tenaga, 

maupun waktu. 

3. Kerja keras 

Pemimpin juga harus mampu bekerja keras guna 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat. 

4. Kewenangan melayani 

Seorang pemimpin juga merupakan pelayan bagi 

masyarakat, oeh karena itu pemimpin memiiki 

wewenang melayani bawahannya dengan baik guna 

kesejahtraan dan kemasahatan yang dipimpinnya. 

5. Keteladanan dan Kepeloporan 

Dalam berbagai kondisi, seorang pemimpin harus 

menjadi suri tauladan yang baik serta pelopor bagi 

orang yang dipimpinya. 
48

 

B. Tinjauan Umum Kepolisian   

1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari 

Indonesia masih ketika zaman kerajaan, tepatnya kerajaan 

majapahit. Pada saat itu patih gajah mada memulai membentuk 

pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara yang bertugas 

untuk melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam perkembangannya 

yaitu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan 

keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga 

yang dipilih dari orang-orang pribumi untuk menjaga asset dan 

kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.  

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, 

merekrut 70 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. 

                                                             
48 Siti Patimah, Menejemen Islam dan aplikasinya Dalam Organisasi 

Pendidikan (Bandung: alfabeta, 2015), 41–45. 
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Wewenang operasional ada pada residen yang dibantu asisten 

residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur 

general (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat 

bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi 

lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi 

pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain 

sebagainya. Berjalannya administrasi negara waktu itu, pada 

kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa 

Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak 

diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van 

politie, dan commisaris van politie, tetapi menduduki jabatan 

seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. 

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk pada tahun 

1897-1920 yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya 

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa 

pendudukan Jepang wilayah kepolisian Indonesia dibagi 

menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, 

Kepolisian Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian 

wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian 

wilayah Kalimantan berpusat di Banjar Masin. Adapun kantor 

polisi yang berada di daerah dikepalai oleh seorang pejabat 

kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh 

pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik 

lebih berkuasa dari kepala polisi. 

Kemudian setelah bangsa Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta, 

sedangkan polisi tetap bertugas. Ketika Soekarno-Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka kepolisian  secara resmi menjadi 

Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan 

Satu) polisi Mochammad Jassin, komandan polisi di Surabaya 

pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan 

polisi republik Indonesia sebagai langkah awal. Selain itu, 

mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap 

tentara Jepang yang kalah perang, kemudian membangkitkan 

semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-
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satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan 

perang yang panjang. 

Sebelumnya, pada tanaggal 19 Agustus 1945 dibentuk 

Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). Dan pada tanggal 29 September 1945 

Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo 

menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya 

kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya 

bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah 

operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian 

mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 

1946 No. 11/s.d. Djawatan Kepolisian Negara yang 

bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan pada 

tanggal 1 Juli inilah yang pada akhirnya diperingatu sebagai 

hari Bhayangkara hingga saat ini.
49

 

2. Pengertian Kepolisian 

 Keluarnya POLRI (Polisi Repuplik Indonesia) dari 

ABRI (Angkatan bersenjata repuplik indonesia) maka POLRI 

bukan lagi berstatus militer, tetapi pegawai Negeri dengan 

berstatus sipil yang dipersenjatai, diberi tugas dan kewenangan 

kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri, serta 

dalam pembinaan kepegawaianya bersipat otonom. Dalam 

status tersebut, maka prajurit Polri akan lebih tepat di sebut 

sebagai pegawai POLRI atau POLISI.  

 Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat 

merujuk dari salah satu tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), 

atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi dapat kita sebut 

dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Repuplik Indonesia 

atau POLRI atau Kepolisian Daerah atau Polda, sedang arti 

Polisi Sebagai Fungsi atau ―Kata Kerja‖ berasal dari bahasa 

inggris ―to police‖, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, 

                                                             
49 Tim Psikologi salemba, Panduan Resmi Sukses Tni Polri (Yogyakarta: 

Dunia Pengetahuan, 2020), 12. 
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mengawasi, segala sesuatu untuk menangkap gejala yang 

terjadi.
50

 

 Polisi merupakan suatu organisasi, perlengkapan dan 

latihan bagi Dinas Kepolisian serta sikap dan kebiasaan-

kebiasaan dalam Dinas Kepolisian adalah sangat penting bagi 

cara dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban.
51

 

 Kepolisian segala hal ihwal yang berkaitan dengan 

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundanga-

Undangan. dan pejabat kepolisian Negara Repuplik indonesia 

adalah anggota kepolisian Negara Repuplik Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum 

kepolisian.
52

 kepolisian pada intinya adalah aparat penegak 

hukum yang bertanggung jawap atas ketertiban umum, 

keselamatan dan keamanan masyarakat. Selain itu juga, dalam 

pasal 7 peraturan pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Daerah Hukum kepolisian Negara 

Repuplik Indonesia disebutkan ―Penanggung jawab daerah 

hukum kepolisian adalah‖: 

a. Kepala kepolisian Negara Repuplik Indonesia untuk wilayah 

hukum 

Negara Repuplik Indonesia. 

b. Kepala Kepolisian untuk Daerah untuk Wilayah Provinsi 

c. Kepala kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kota. 

d. Kepala kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.
53

 

 Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 6 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VII/MPR/2000 BAB II, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada 

                                                             
50 Emma Yulli Hastin, Bekerja Sebagai Polisi (Jakarta: Esensi Erlangga 

Group, 2008), 3. 
51 Hulsman, Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 27. 
52 Redaksi, Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Jakarta: fisi media, 2008), 8. 
53 Ibid., 176. 
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masyarakat serta dalam menjalankan perannya, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia wajib memiliki kaahlian dan 

keterampilan secara profesional.
54

 

 

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian 

 Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang 

bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran 

jalannya roda pemerintahan dan rakyatnya, sehingga dapat 

diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan 

ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan 

pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan 

mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman 

serta terbebas dari segala ganguan tindak kejahatan yang 

merugikan masyarakat. 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 

tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang 

termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran dari tugas-

tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam pasal 

14 yaitu kepolisian bertugas : 

 

 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 

kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 

                                                             
54 Pasal 6 Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VII/MPR/2000, ―Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesi,‖ Pub. L. No. 181 (2000), 181. 



36 
 

 

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, 

dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboraturium forensik dan psikologi kepolisian 

untuk kepentingan tugas kepolisian; 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat 

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 

berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
55

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya 

berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keamanan 

umum dan kegiatan masyarakat.
56

 Menurut Pasal 14 Ayat 1 

Huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan 

bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

                                                             
55 Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 

―Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia‖ (2002). 
56 Risky Wulandari Driling, Soal-Soal Tes Masuk Polri (Jakarta: Bhuana 

Ilmu Populer, 2017), 3. 
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Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan 

seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses 

pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 

untuk : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 

rangka penyidikan. 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 

serta memeriksa tanda pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau sanksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dangan pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 

imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 

dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah 

atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak 

pidana. 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan 

penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada 

penuntut umum. 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab.
57

 

                                                             
57 Pasal 6 Bab II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VII/MPR/2000, Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesi. 



38 
 

 

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara 

pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur 

sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang 

tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . 

sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang 

kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang 

aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang 

dimaksudkan fungsi kepolisian adalah merupakan tugas dan 

wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan 

kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta 

tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligasikan 

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
58

 

Adapun fungsi kepolisian, diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa ―fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat.
59

 

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai 

aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan tugas nya, yaitu : 
60

 

1) Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penegak hukum wajib tunduk pada hukum. 

2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam 

menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, 

karena belum diatur dalam hukum. 

                                                             
58 Hasanuddin Muhammad dkk., ―Problematika Kebijakan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,‖ As-Siyasi : Journal 
of Constitutional Law 2, no. 1 (15 Juni 2022): 75–92, https://doi.org/10.24042/as-
siyasi.v2i1.12877. 

59 Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

60 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, satu (P.T Laksbang Presindo, 

2010), 17. 
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3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan 

masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa 

untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat. 

4) Asas Preventif, perlu selalu mengedepankan tindakan 

pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat. 

5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak 

menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di 

tangani oleh istitusi yang membidangi.

  

4. Kepolisian Dalam Tata Negara Islam 

Muhtasib merupakan pejabat yang bertugas 

melaksanakan hisbah
61

 atau salah satu jenis pengawas serta 

pengendali ketertiban pada masyarakat sebagaimana polisi di 

Indonesia. Adapun tugas dari muhtasib yaitu amar ma‟ruf nahi 

munkar. Tugas tersebut merupakan tugas yang harus diemban 

oleh penguasa. Penguasa atau pemerintah harus mengangkat 

orang-orang yang dipandang cocok dan cakap dalam 

mengemban tugas tersebut. Adapun firman Allah yang 

menjelaskan tentang lembaga hisbah yaitu dalam : 

a) Qs. Al-Imran: 104 

ُْكَشِ ۗ  ًُ ٍِ انْ ٌَ عَ ْٕ َٓ ُْ ٌَ َٔ فِ  ْٔ عْشُ ًَ ٌَ باِنْ ْٔ ٌأَيُْشُ َٔ ٍْشِ  ٌَ انِىَ انْخَ ْٕ تٌ ٌَّذْعُ ُكُْىْ ايَُّ ٍْ يِّ نْخكَُ َٔ
 ٌَ ْٕ فْهِحُ ًُ ُْىُ انْ ىِٕكَ 

أُن ٰۤ َٔٔٓ 

 

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan 

umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang 

ma‟ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah 

orang-orang yang beruntung”.(QS. Ali „Imran [3]:104) 

b) Qs. Al-a(Qs. Al-A‟raf[7]:157). 

س   ْٕ ُْىْ فىِ انخَّ ُْذَ باا عِ ْٕ ُ ّٗ يَكْخ ََ ْٔ ًَّ انَّزِيْ ٌجَِذُ ًَّ الْْيُِّ لَ انَُّبِ ْٕ سُ ٌَ انشَّ ْٕ َّبعُِ ٍَ ٌخَ ٌْ َّزِ ىتِ انَ

 ِٓ ٍْ وُ عَهَ ٌحَُشِّ َٔ جِ  ىُ انطٍَّبِّ  ُٓ ٌحُِمُّ نَ َٔ ُْكَشِ  ًُ ٍِ انْ ىْ عَ ُٓ ى  ٓ ُْ ٌَ َٔ فِ  ْٔ عْشُ ًَ ىْ باِنْ ُْ ٍْمِ ٌأَيُْشُ َْجِ الِْْ ىُ َٔ

                                                             
61 lucky Enggrani Fitri, ―Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan 

Pasar,‖ Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 1, no. 1 (4 April 2012): 63–75, 
https://doi.org/10.22437/jmk.v1i1.1782. 
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سُ  عَضَّ َٔ  ّٖ ا بِ ْٕ يَُُ ٍَ ا  ٌْ َّزِ ىْۗ فاَن ِٓ ٍْ ًْ كَاَجَْ عَهَ مَ انَّخِ
الْْغَْه  َٔ ىْ  ُْ ىْ اصِْشَ ُٓ ُْ ٌضََعُ عَ َٔ ىِٕثَ  ُِ انْخَب ٰۤ ْٔ

 ٌَ ْٕ فْهِحُ ًُ ىِٕكَ ُْىُ انْ
ٰٓ ۙأُن ٰۤ ّٗ َْضِلَ يَعَ ُ سَ انَّزِيْٰٓ ا ْٕ احَّبعَُٕا انُُّ َٔ  ُِ ْٔ َصََشُ َٔࣖ ٔ٥٣ 

 

  “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi 

yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka 

dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada 

mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan 

segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala 

yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban 

dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun 

orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang 

diturunkan kepadanya (Al-Qur‟an), mereka itulah orang-

orang beruntung”. (Qs. Al-A‟raf[7]:157). 

 

 Berdasarkan ayat-ayat tersebut telah dijelaskan bahwa 

setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma‟ruf nahi 

munkar. Namun menurut kesepakatan ulama fiqh, bentuk 

kewajiban amar ma‟ruf nahi munkar merupakan kewajiban 

kolektif bagi umat Islam (Wajib Kifayah). Maka apabila tugas 

amar ma‟ruf nahi munkar dilaksanakan oleh seorang atau 

sebagian orang maka kewajibannya gugur dari orang yang tidak 

melaksanakannya. Namun jika tidak ada seorang pun yang 

mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi 

wajib ain (inperatif) bagi pihak yang mampu 

melaksanakannya.
62

 

 Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah memberikan 

bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan 

hanya tanpa bantuan dari petugas hisbah, mengawasi suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif serta 

                                                             
62 M. Arkas Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu 

Taimiyah (Jakarta: Logos, 1999), 113. 
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norma-norma kesusilaan.
63

 Dan muhtasib bertugas 

memerintahkan orang untuk berkata jujur dan benar, 

menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti 

mengadakan penertiban kepada pedagang agar tidak melakukan 

kecurangan.
64

 

 Menurut Ash Shidieqy, kedudukan lembaga tersebut 

adalah di bawah lembaga peradilan. Dalam sejarahnya, pada 

masa Nabi Muhammad SAW pernah diangkat petugas yang 

secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk 

mencegah adanya kecurangan, khalifah yang menyusun aturan 

hisbah adalah khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi badan 

tersebut baru terkenal pada masa Al Mahdi (158-169 H). orang-

orang yang diangkat  menjadi muhtasib haruslah orang-orang 

yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum 

agama. Namun terdapat suatu pendapat yang menyatakan 

bahwa muhtasib tidak harus seorang muhtasib tetapi harus 

mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.
65

 

Meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, 

terdapat perbedaan antara hisbah yang dilakukan mutathawwi 

(pelaku hisbah sukarela) dengan mustahib (petugas hisbah). 

Adapun perbedaan tersebut, yaitu: 

a. Melakukan hisbah bagi mustahib hukumnya fardhu ain 

(diwajibkan kepada individu-individu), sedangkan bagi 

selain mustahib hukumnya fardu kifayah (akan gugur bila 

telah dilaksanakan oleh sebagian muslim lainnya). 

b. Menegakkan hisbah adalah tugas muhtasib, Karena itu tidak 

boleh baginya disibukkan dengan urusan selain hisbah. 

Sedangkan mutathawwi menegakkan hisbah bukan bagian 

                                                             
63 Muhammad Hasbi Assidiqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam 

(Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), 96. 
64 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 41. 
65 Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 187. 
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dari tugasnnya, karena itu ia dibolehkan menyibukkan diri 

dengan urusan lain selain hisbah. 

c. Muhtasib diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal 

yang wajib di larang, sedangkan mutathawwi tidak diangkat 

untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib di 

larang. 

d. Muhtasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan 

kepadanya, sedangkan mutathawwi tidak wajib membantu 

orang yang meminta pertolongan dengannya. 

e. Muhtasib harus menyelidiki kemungkaran yang tersebar 

untuk dilarang dan menyelidiki kebaikan yang ditinggalkan 

untuk memperintahkan. Sedangkan mutathawwi tidak 

diharuskan untuk menyelidiki seperti muhtasib. 

f. Muhtasib berhak mengangkat staf untuk melarang 

kemungkaran agar dengan pengangkatan staf ia semakin 

lebih disegani dan lebih kuat. Sedangkan mutathawwi tidak 

berhak mengangkat staf. 

g. Sesungguhnya muhtasib berhak menjatuhkan hukuman 

terhadap kemungkaran yang ada, sedangkan mutathawwi 

tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada pelaku 

kemungkaran. 

h. Muhtasib berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal (kas 

negara) karena tugas hisbah yang dijalankan. Sedangkan 

mutathawwi tidak diperbolehkan meminta gaji atas 

pelarangan kemungkaran yang ia lakukan. 

i. Muhtasib berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam 

masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan yang 

berkaitan dengan syar‘i, seperti penempatan kursi di pasar 

dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan menolak itu semua 

berdasarkan ijtihadnya. Namun hal tersebut tidak berhak 

dilakukan oleh mutathawwi. 

Dengan demikian, diantara syarat yang harus dimiliki 

seorang muhtasib (petugas hisbah) adalah ia harus orang yang 

merdeka, adil, mampu berpendapat, cerdas dalam berpikir, kuat 
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agamanya, dan mempunyai kemampuan tentang kemungkaran-

kemungkaran yang terlihat.
66

 

C. Pertambangan 

1. Pengertian Pertambangan 

Pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

berarti proses atau cara menambang.
67

 Dapat diartikan pula 

sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil 

barang tambang dari dalam tanah. Dalam Istilah penambangan 

yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji 

logam, batu bara, mineral termasuk emas di dalamnya, dan hasil 

bumi lainya.
68

 Sebenarnya banyak yang menjadi sebab 

penambangan emas ilegal yang berpengaruh pada ekosistem 

alam. 

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan 

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
69

 

Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan 

baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi 

persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan 

galian. Barang galian yang terdapat dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang 

merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam. 

Barang galian ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

                                                             
66 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah 

Islam (Jakarta: Qisthi Pers, 2014), 406. 
67 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1129. 
68 Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: CV. Buana 

Raya, t.t.), 339. 
69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun2020  Jo. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 
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kemakmuran rakyat.
70

 Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam 

rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, 

pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, 

panas bumi, migas). Usaha penambangan merupakan usaha 

untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, 

pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan 

bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan 

sertaperekonomian negara. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian 

penambangan maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan penambangan adalah suatu kegiatan atau proses 

kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna 

mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan 

gunung, hutan sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak 

yang luas bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang mana 

sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa 

sektor ini menyokong pendapatan masyarakat, Namun 

berdampak buruk bagi lingkungan. 

2. Macam-macam Pertambangan 

  Industri pertambangan adalah suatu industri di mana 

bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material 

pengikut yang tidak diperlukan. Industri pertambangan sebagai 

industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan 

merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang 

diperlukan oleh umat manusia di dunia.
71

 

 Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan 

penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan 

penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk 

secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) 

maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang 

dilakukan oleh rakyat secara manual.Dalam dunia 

                                                             
70 Daldjoeni dan Suyitno, Pedesaan Lingkungan Dan Pertambangan 
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Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Didesa petapahan Kecamatan Tapung 
Kabupaten Kampar,‖ t.t., 
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pertambangan terdapat beberapa macam jenis bahan galian. 

Menurut Departemen pertambangan dan energi menggolongkan 

mineral ke dalam 3 kelompok yaitu:
72

 

a. Bahan galian golongan A, (bahan galian strategis), adalah 

bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk 

kelangsungan kehidupan negara misalnya : minyak bumi, 

gas alam, batu bara, timah putih, besi, nikel, bahan galian 

jenis ini dikuasai oleh negara. 

b. Bahan galian golongan B, (bahan galian Vital), adalah bahan 

galian yang mempunyai peranan penting untuk 

kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai 

oleh negara dengan menyertakan rakyat misalnya : emas, 

perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan galian 

ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun 

bersamasama dengan rakyat. 

c. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian 

strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung 

memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya 

marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak 

mengandung unsur mineral. 

3. Dasar Hukum Pertambangan  

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada 

cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali 

dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut 

seharusnya berisi norma hukum yang menunjukan adanya 

komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk 

mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan negara 

atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat 
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Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha 

pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk 

pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan 

secara ilegal.
73

 

Tindakan dalam  pertambangan tanpa izin merupakan 

tindakan yang melawan hukum, seperti tidak melakukan perizinan 

pertambangan seperti yang tertera di dalam Perda Nomor 5 Tahun 

2005 pasal 35 Ayat 2 dijelaskan bahwa 

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa 

a. teguran secara lisan.  

b. teguran tertulis. 

c. penangguhan izin. 

d. pencabutan izin.  

e. denda dan pidana. 

 dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi: 

1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

2) Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui pemberian:  

a. nomor induk berusaha;  

b. sertifikat standar; dan/atau  

c. izin. 

3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:  

a. IUP;  

b. IUPK;  

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian;  

d. IPR;  

e. SIPB;  

f. izin penugasan;  

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;  

h. IUJP; dan  

i. IUP untuk Penjualan. 
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4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan 

pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
74

  

Adapun dasar hukum bagi orang yang melanggar 

akan dikenai sangsi pidana seperti halnya yang tercantum 

dalam pasal 158 undang-undang minerba yang bunyi ―Setiap 

orang yang melakukan penambangan tampa izin 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan 

pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).‖
75

 

Selain dasar hukum bagi pelaku penambang mineral 

emas ilegal adapun sanksi bagi mereka pelaku lainnya 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 161 yang berbunyi 

―Setiap orang yang menampung memanfaatkan melakukan 

pengolahan dan\atau pemurnian, pengembangan dan\atau 

pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan\atau 

batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, 

SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 

(3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun dan denda 

paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah).
76

 

Selaras dengan Pasal 4 Peraturan Daerarh Kabupaten 

Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Dibidang Pertambangan Umum yang dijelaskan 

bahwa, ―Setiap usaha Pertambangan Umum baru dapat 

dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Pengusahaan 

Pertambangan.‖ 
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